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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Pada perkara No. 49/Pdt.P/2025/PN Bjn, permohonan perubahan nama 

dari M. Nyoto Sugiarto menjadi Hadi Soeprajitno memerlukan bukti yang 

cukup dan meyakinkan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim. 

Meskipun pemohon telah mengajukan berbagai bukti seperti akta nikah, 

KTP, surat pencatatan ganti nama, dan catatan sipil, terdapat perbedaan 

data penting, terutama mengenai tahun lahir dan identitas orang tua, yang 

menimbulkan keraguan mengenai identitas orang yang dimaksud. Oleh 

karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti tersebut secara 

seksama dan mungkin memerlukan bukti tambahan untuk memastikan 

bahwa kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama sebelum 

memutuskan permohonan tersebut. 

Putusan ini menunjukkan bahwa proses perubahan data dalam akta 

pencatatan sipil, khususnya terkait perbaikan atau pergantian nama, harus 

melalui prosedur yang diatur oleh hukum, yaitu melalui penetapan 

Pengadilan Negeri yang mana sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, yang menegaskan bahwa setiap permohonan perubahan 

data identitas, termasuk nama, harus diajukan dan diputuskan melalui 

mekanisme peradilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
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Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menunjukkan bahwa 

perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan, seperti perbedaan 

nama, harus diperhatikan dengan serius dan ditangani secara cermat serta 

teliti. Hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari 

yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian identitas, kesulitan dalam 

pengurusan dokumen resmi, atau bahkan potensi terjadinya 

penyalahgunaan identitas. Penanganan yang tepat dan prosedural ini 

memastikan bahwa setiap perubahan data dilakukan secara sah dan 

terverifikasi, sehingga keabsahan data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. 

3.2 Saran 

a). Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat, mencakup kampanye edukasi publik melalui media umum 

atau massa. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur hukum yang 

berlaku dalam melakukan perubahan identitas. Dengan edukasi yang 

intensif dan merata, diharapkan masyarakat lebih memahami proses, 

manfaat, serta risiko dari ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sah, 

sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dan kepatuhan terhadap 

sistem administrasi kependudukan yang berlaku. 

b). Bagi masyarakat yang ingin mengajukan perubahan atau pembetulan 

data pada dokumen kependudukan, penulis menyarankan agar terlebih 
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dulu memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen bukti yang 

diperlukan.  

c). Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya terus melakukan inovasi dan 

peningkatan teknologi dalam pengelolaan data administrasi 

kependudukan, seperti penerapan sistem berbasis blockchain atau 

teknologi keamanan data terbaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

keamanan, transparansi dan akuntabilitas sistem serta meminimalisir 

potensi penyalahgunaan data atau kebocoran informasi. 

d).  Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap 

kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa sistem 

administrasi kependudukan tetap relevan, efesien dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.
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